. Undang - 4

ndang  Nomor 17
Daerah-daerah Kotg Ko Tahun 1950 tentang Pembenlukan
Jawa Tengah dan kaﬁﬂ]m?m Lingkungan Propinsi Jaws Timur,

1992 lenlang Lalu Lintas dan

embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesin :Im

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan

Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor
125, Talrnhal-nan I.mparm Negara Republik Indonesia Nomor 4437}
sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomar 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturen Pemerintah Penggant Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 lentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerinlahan Daersh
menjadi Undang-Undang { Lembaran Megara Republik Indonesiz
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 4548);

5. Undang- ..

Dipindai dengan CamScanner



T
H%m m%m Jalan ( Lembaran
* Indonesia "m 132, Tambghan
).

nﬂl:l-‘

59, Tambahan | \®%ara ! Tehun 1993 tentang Anglutan

. I'B"'ha’aﬂ H;?au“* Indonesia Tal?l.rn 199?1gﬂun'nr

thnl EaLaluhjm Pe‘“&'l'ﬂah N DLk Nomaor 3527},
Llnla:..man

MEMUTUSKAN -

PENGELOLAAN TEMPAT p A  MAGELANG TENTANG

BAB|
KETENTUAN UMUM

Pasal1

1sam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
| Dzerah adalah Kota Magelang.

! Pemerintah Daerah adalah Walkola dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

i Walikola edalah Wallkola Magetang.
| Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Magelang.

i Pejabal yang ditunjuk adalah pejabat yang ditunjuk oleh Walikola Magelang dan
dheri wewenang unfuk menyelesaikan permasalahan dibidang pengelolaan parkir.

i Parkir adalash keadasan fidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
sementara.

7. Tempat ...
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mum neuung \empat ey ]

1 qanV , )

e Petataran mbmml kendaraan dijokasi tertentu baik ditepi
Wn adalah u _

emp&'l lain  yang Sejen Ngan dmga di tepi jalan umum atau halaman
{pergunakan untuk m&fh’“'ﬂka | Giberbojehgn U 2MbU lalu lintas dan tempat-

empal Khusus Pary;e adalah 1o
. pat

T
i”'dﬂ,gatau dikelola glat,
yang secarg i i
Wg@hmﬂu% Daera © khusus disediakan, dimiliki
Mﬂﬁcnwdanpﬁsw yang disediakan dan

Parkir  Insige nt
1"Temp£rlfggarakan i adaiap

: Secan tigay tempat-tempat :
an atay . t . parkir kendaraan yang
kepenting kegiatan mnam"apk aau tidak permanen karena adanya suatu

4 Petugas parkir adalah Seseorang -
yang diparkir dan memungut retrm._y:.g dib‘-‘-" tugas mengatur penempatan kendaraan

parkir,

5 Badan adalah sekumpulan orang
yand melakukan usaha H'Iau;mndan ! thu modal yang merupakan kesatuan baik
Pﬂ'sﬁbankm;w bdak melakukan usaha yang meliputi
n nditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
nama U:gkﬂ*‘!'am bentuk apapun, firma, kongsi,
organisasi sosial politik alay oranics : Lo Umpulan, yayasan, organisasi massa,
dan bentuk badanplgmy:_lau yang sejenis, lembaga, bentuk usaha telap

5_Kart:i5TandaPalkiradaiahtandahukﬁpemhamn i i
. : parkir atas pemakaian tem
parkir kepada setiap kendaraan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daeraf. e

r.genrid'k_ Pegawai S’:Biqm Sipil yang selanjutnya disingkal PPNS, adalah Penyidik
egawai Negmkh Pl lertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi
wewenang usus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan alas

.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang
diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukfi yang dengan

bukli itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
lersangkanya.

), Penyic!ﬂ-c ‘ar:lalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk
melakukan penyidikan.

BABII ...
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perikan dasar h F’ﬁ‘l'aalz
gt perundang-uncam, " elotagy

i - Yang . n
mebe:;':: dasar hukym dalam, he"ahl- 3gar sesya; dengan ketentua
mp%' i 'mgialan- 2N dan pengawasan Pengelolaan
ort dengan tertib, amnl:l Iaic:ar. dan

+ Tata Cara kerjasama sebagaimana 4:
mT Ma dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Walikota.

Bagian Kedua
Per'm'nan

Pasal 4

qUntuk mengelola Tempat Parkir 3
'“mndapatkanizindari Walikota_ peforangan atau badan teriebih dahulu wajib

gUntuk mendapatkan @in pengelolaan tempat parkir, perorangan atau badan

| mengajukan permohonan kepada Walikota dengan melampirkan persyaratan-

ﬁy:mtan sesual dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
u.

3)Pemegang izin Pengelolaan Parkir dilarang untuk memindah tangankan izin kepada
phak lain tanpa seizin Walikota.

1) Pemegang izin Pengelolaan Parkir dilarang untuk mengubah fungsi tempat parkir.

§lzn pengelolaan parkir berlaku selama 1 ( satu ) tahun dan dapat diperbaharui
selambat-lambatnya 1 ( satu ) bulan sebelum habis masa berlakunya.

(6) Izin ...
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laan parkir dilyg, ; _
1P selambat-tamigye 2 oy ;
AF b tnya 1 ( hﬂﬂah _
‘r Wwﬂn izin S'Ehﬂgaimana oy ) I:“-’l'c'lnldI *tlamy 5( lima )
: ! EEt’t-*lum : ahun dan da
ﬂ.g"’ﬂ pinas Perhubungan ko Pada gy (1) 9% sy berlakunya &
| da :
jikan ketentuan sebana: pay d'ddeﬂasikan k
X Tl fki e . garﬂana Epada
P o persyaratan penga; O gy o 21 AYa1 (6)adalah
) {at? ﬁbih lanjut oleh Wamum M . an kegiatan yang
H &ﬁu‘ 2N dap kewajiban pemegang izin

Bagian Ketiga

Hak dan Hmjihal'l
5

,elenggam tempat D«Elf_kir berhak .
i Fﬂéemglda tempal parkir SeSUai ok =

parkir . tempat khusus
elenggara tlempal parkir berkewn
P jemberi terhadap T,;m

ﬁenazakmdaraanyangd‘mmﬁdak

> Menjaga kenyamanan, ketertiban, dan k Mengganggu arus laly lintas;

: mmt]nlrkl;: tanda bukti samanan dalam menunjang ketancaran
Menad < ( karcis
mbidangi; ) yang teiah diporforasi oleh Dinas yang

iakan sarana da;
o Wenyod ettt . ¥ang dibutunkan petugas parkir

: sesuai dengan ketentuan yang berfaky; dari pemakai atay pemiik kendaraan
dengan kesepakatan; .

h ’f,;;',’;eﬁm: Zamk:m Daerah yang besamya sesuai dengan Peraturan

BAB IV
LOKASI TEMPAT PARKIR
Pasal 6

|| Lokasi tempat parkir ditetapkan oleh Walkota.

)Dalam penentuan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memperhatikan :

8 Rencana Umum Tata Ruang Daerah,

b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
c. Kelestanan ...
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Pasa) y
ir dibedaka :

(o parkr SOSEETEN o 4 ( empe ) tempay

pParkir Umum; .
dnwl '

| ' Khusus Parkir

1Pt '
p ompal parkir Insidentil;

: fempal Parkir di luar Badan Jaja

r!ﬂ'ﬂﬂm berwenargg untuk
Ul gengan memperhatikan mﬂmmﬁnme parkir umum di daerah

n yang beriaku.
mﬁﬂwﬁ. lumiah tempat parkir umum ditetapkan oleh

enggara tempat parkir
P mﬂn_ "M dilarang menggunakan trotar untuk kegiatan

Pasal 9
) Tempat Parkir Umum dikelola oleh Walikota,

ta menunjuk Dinas Perhubunga .
) Walkoa s ngan untuk mengelola Tempat Parkir Umum yang
dalam § ¥a dapal dikerjasamakan dengan perorangan atau badan.

Pasal 10

() Wallkota berwenang unftuk menentukan tempat khusus parkir  dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku.

(2) Walikota menunjuk Dinas Perhubungan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu

untuk mengelola Tempat Khusus Parkir yang dalam pelaksanaannya dapat
dikerjasamakan dengan perorangan atau badan yang telah mendapat izin.

Pasal 11

Dalam kegiatan terlentu dan tempat-tempat tertentu, perorangan atau badan dapat
mengelola tempat parkir insidentil setelah mendapat izin dari Walikota.

Pasal 12 ...
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Pasy 4
lempay Parke « 2
P’."ﬂ oleh Walikota, diluar badg, -

E1ET .
%ang pribadi atay badan diatur lebih

BAB“
KARCIS PaRKjR
_ Pasal 14
':ﬂ ngadaﬂll l'a“:s Dalkir
mmkemﬂm Oleh Walkota atay pejabat yang ditunjuk
adaan karcis park; Yo '
@ Peng parkir
Mhummﬁmmmm_ perorangan atau badan harus
h-dangl.
Pasal 15

(1) Karcis Parkir terdir dari 2 ( dua ) bagian yaip -

a, Bagian pertama merupakan bykg pembayaran
jasa parkir dengan ukuran nan R yang diberikan kepada pemakai
bi:ian Kodua ; p“"a"gafhﬂaiiﬁdameharz.scdmsmﬁgah )Iinci,
: M9 merupakan potongan karcis digunakan sebagai pertinggal
(5‘””"E‘Bﬂmﬂwﬂﬂpﬂmangzldua)inddanieb:}uzsmmseten;aﬁ?nngga

(2) Pada karcis memuat data sebagai berikut -
2 Angka tahun yang sedang beralan
b. Nomor seri;
c. Nama jenis pungutan;
d Dasar hukum pungutan;
e. Nomor urul karcis parkir,
f. Besar retnbusi parkir.

(3) Sr;hﬁ‘in memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat keterangan
0.

BAB VII ...
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sencabutan Zin sebagaimana g o
e tartufis sal 3
ﬂmmﬂﬁ"ﬁ”mlmwﬁ Ih]umwhmnluummhm

Pas=al 19

Pgabal Pegawai negeri Sipil Instansi ledentu dilngkungan Pemenntah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidk untuk melukan penyidikan tindak pidana
shagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
‘Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (1) sdalah:

& Menenma laporan siau pengaduan dar seseorang mengenal edanya tindak
pdana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

b Melskukan tindakan pertama dan pemeriksaan diempal kejadian;
t Menyuruh berhenti seseormang dan memenksa tanda pengenal din tersangha;
4 Melakukan penyitaan benda alau surat,

Dipindai dengan CamScanner



9

k) Peﬂ-m 5‘&l:'agrnaei|-|m‘El“a dima pad
' P Yampaj . Pada g ) .
g:lnyidlk Pejabat Polisj Negk?:ah%m Penyidg,.;.atmé“ Mmemberitahukan, dimulainya

m Undang-Undang epubliik | .W_Penmm Umum melalui
¢al2 H&MAWBPHEMW Sesuai ketentuan yang diatur

( enam) bulan dan atau denda pqp
rupiah ). paling banyak Rp, 50.000.000,- ( lima puluh juta

Tindak Pidana sebagaimana
@ ﬁwmm (1) adalah pelanggaran.

BAB Xxi
KETENTUAN LAIN - LAIN

1) Pengelola Tempat Parkir yang telah ada sebelum diberlal_& a
) Pe ) J ukannya Peraturan Daerah
ini masih tetap mengelola tempat parkir sampai dengan masa berlakunya habis.

7) Pengelola Tempat Parkir diluar Badan Jalan yang telah ada sebelum ditetapkan

E:u:tulﬁn_Daerah ini wajib mengajukan izin kepada Walikota berdasarkan Perarturan
rah Ini.

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Habhal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis
rlaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walkota.

Pasal 23 ...
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mmn pDaerah ini mulaj m’iﬂku

e Pda tanggal gj undangkan,

¥ an pENEMPAANNYA dalam | oy Mefinatycay, .
Pengundangan Peraturan Daerah ini

o Daerah Kota Magelang.
Ditetapkan i Magelang
Pada tanggal 29 Oktober 2007

WALIKOTA MAGELANG
: H. FAHRIYANTO
_ kan di Magelang
;3“"{,‘3@ 29 Okiober 2007

Muda
NIP. 010 072 030

RAN DAERAH KOTA MAGELANG
JAHUN 2007 NOMOR 9
e E No. 4
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yang bersangkutan.

Passl 2 Cukup jetas.
Pasal 3 Cuthup jolas
Pasal 4 Cukup jelas.
Pasal § 1 Cukup jelas.
Pasal B ¢ Cukup jelas.
Pasal 7 _ 1. Cukup geias.
Fasal & : Cukup elas.
Pasal 9 - Cukup jolas.
Pazal 10 - Cuhup jelas
Pasal 11 . Cukup jelas.

A ; diduar badan plan ity
Pasal 12 . mﬂw E""FHMP“*' WPI‘M': wiy
Pasal 13 -— Cukup jelas
Pasal 14 :  Culap pelas.
Pasal 15 - Cukup jelas.
Pazal 18 - Cukup jelas.

Pasal 17 ...
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